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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat
tidak hanya dalam perdangangan ataupun industri tetapi juga dalam perkembangan
ilmu hukum. Perkembangan dalam bidang ilmu hukum saat ini terbukti dengan
mulai diperbaharuinya beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak
relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. “Menurut Mochtar Kusumaatmadja
dalam Mertokusumo tujuan pokok dan utama dari hukum adalah ketertiban1”. Oleh
Sebab itu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai harus segara di
revsi dan diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarakat, serta dapat
memenuhi kebutuhan bagi masyarakat masa kini. Sehingga ketertiban yang
merupakan tujuan pokok dari hukum tersebut dapat dicapai dan dirasakan oleh
masyarakat.

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi
logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama
bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis.
Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerjasama
bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. “Kontrak atau perjanjian tertulis
adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada
satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian2”.
Sebenarnya, secara yuridis, selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak
atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak secara lisan (oral). Namun, kontrak
yang dibuat secara lisan ini mengandung risiko yang sangat tinggi, karena akan
mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum.

Secara prinsipil, kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan bebas anatara dua
pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, yang bertujuan melaksanakan janji
yang diperjanjikan dalam kontrak, yang tidak bertentangan dengan dengan undang-
undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun seringkali kedudukan dari kedu
pihak dalam suatu negosisasi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan kontrak
yang lebih menguntungkan satu pihak saja, kedudukan satu pihak yang lebih
dominan untuk memperoleh lebih banyak keuntungan daripada pihak lainnya

1Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Jilid I,
Yogyakarta, 2003, h. 103.

2Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari. 2009.
Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten, Tunggal Mandiri
Publishing, Malang, h.1.
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dalam kontrak disebut dengan kontrak baku atau klausula baku. Kontrak baku
(standart contract) itu berprinsip (take it or leave it), dalam arti hanya ada dua
pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak.
Contoh konkritnya, adalah kontrak pembiayaan konsumen, kontrak sewa guna
usaha, kontrak anjak piutang, kontrak kartu kredit, polis asuransi, kontrak kredit
perbankan, dan lain-lain.

Kontrak baku Menurut E.X Hondius dalam bukunya syarat-syarat baku
dalam hukum kontrak:

Dalam kegiatan bisnis dan jasa, kontrak baku telah lama menjadi suatu
kebiasaan, yang makin lama dirasakan makin diperlukan. Seiring dengan
keberhasilan proses produksi masal, melalui kontrak baku, dengan naskah-
naskah akta yanng untuk keperluan mana sebelumnya telah dipersiapkan
dalam jumlah yang tidak tentu3.

Sebenarnya kontrak baku telah dikenal sejak Zaman Yunani Kuno. Plato
(423-437 SM), misalnya, pernah memaparakan praktik penjualan makanan
memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Menurut laporan dalam Harvad
Law Review pada 1971, 99 persen kontrak yang dibuat di Amerika Serikat
berbentuk kontrak baku. Di Indonesia, kontrak baku menambah ke sektor properti
dengan cara-cara yang seacara yuridis masih kontroversial. Misalnya, sistem
pembelian satuan rumah susun (Strata title) secara inden dalam bentuk kontrak
standar.

Kontrak baku mempunyai keuntungan, antara lain dapat mendukung
praktik bisnis lebih efisien (dalam segi waktu dan biaya) dan sederhana, karena
dapat ditanda tangani seketika oleh para pihak, terutama untuk kontrak-kontrak
yang dilihat dalam jumlah yang banyak (masalah). Sebaliknya, kerugian dari
kontrak baku antara lain, dapat terjadinya ketidakadilan, jika substansi kontrak
memuat klausula yang tidak seimbang, dalam arti lebih menguntungkan satu pihak
yang kedudukanya atau posisi tawar menawarnya lebih kuat saja dan merugika
pihak lainnya yang berkedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah.

Selanjutnya, memperhatikan penjelasan Daeng Naja, dapat dipahami
bahwa faktor-faktor penyebab kontrak baku menjadi tidak seimbang adalah:

1) Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesematan bagi salah satu pihak
untuk melakukan tawar menawar, sehingga tidak banyak kesempatan untuk
mengetahui isi kontraknya, apabila ada kontrak yang ditulis dengan huruf-
huruf yang sangat kecil;

3E.X Hondius,Syarat-Syarat Baku dalam Hukum Kontrak, dalam Proyek
Copendium, Copendium Hukum Belanda,´’s-Gravenhage, Yayasan Kerjasama Ilmu
Hukum Indonesia Negri Belanda, Jakarta, 1978, h.140.
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2) Pihak penyedia dokumen secara sepihak biasanya memiliki cukup banyak
nwaktu untul memikirkan klausula-klausula dalam dokumen tersebut,
bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau justru
dibuat oleh para ahli;

3) Pihak yang disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat
tertekan, sehingga hanya dapat bersikap Take it or leave it4.

Dalam praktik, klausula-klausula yang tidak seimbang dalam kontrak baku
lazimnya mempunyai wujud, sebagai berikut:

a. Dicetak dengan huruf kecil;
b. Bahasa yang tidak jelasi artinya;
c. Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca;
d. Kalimat yang kompleks;
e. Bahkan, ada kontrak yang tidak berwujud seperti kontrak (kontrak

tersamar), seperti tiket parkir, karcis bioskop, tanda penerima pembuatan
foto, dan lain-lain;

f. Jika kalimat ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar
tidak dibaca oleh salah satu pihak. Misalnya, jika klausula eksemsi ditulis
dalam kontrak yang sudah dibeli5.

Memperhatikan ciri-ciri kontrak baku sebagaimana diuraikan diatas, dapat
dipahami bahwa kontrak baku memang dibuat secara sengaja oleh dan untuk
kepentingan (keuntungan) bagi pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi
tawar menawar yang lebih kuat, yang kecenderungannya mengakibatkan kerugian
bagi pihak lainnya yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih kuat, yang
kecenderungannya mengakibatkan kerugian bagi pihak lainya yang kedudukan atau
posisi tawar-menawarnya lebih lemah, karen baginya hanya ada dua pilihan, yaitu
setuju atau tidak setuju.

Pelaku bisnis sering kali meyesal ketika suatu kontrak yang dibuatnya
bermasalah. Padahal, persoalan hukum tersebut timbul karena ketidak hati-hatian
pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak tersebut. Umumnya kesadaran hukum baru
terbangun ketika kontrak bermasalah. Padahal pemahaman isi kontrak saat kontrak
tersebut dirancang merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak yang
disepakati tersebut bermasalah. Selain itu, berbicara tentang kontrak tidak terlepas
dari ilmu hukum kontrak. Namun demikian, banyak orang menganggap bahwa
kontrak untuk bisnis adalah persoalan bisnis semata dan tidak ada hubungannya
dengan ilmu hukum.

4H.K. Daeng Naja,Pengantar hukum bisnis Indonesi. Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2009, h.99.

5Ibid.,
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Menurut Erman Radjagukguk, di beberapa negara Asia, termasuk
Indonesia, konsultan hukum atau advokat baru akan terlibat dalam suatu kontrak
setelah kontraknya bermasalah atau telah ada perselisihan. Sedikitnya ada 3 (tiga)
hal yang menyebabkan tidak terlibatnya konsultan hukum atau advokat pada awal
pembuaan kontrak, yaitu;

Pertama, para pelaku bisnis lebih memandang penting aspek bisnis dari
kegiatan mereka. Kesempatan bisnis lebih didahulukan daripada
memperhatikan syarat-syarat dalam kontrak yang akan ditandatangani;
kedua, para pelaku bisnis telah berulang kali melakukan transaksi bisnis yang
sama atau sejenis dan sudah tersediaa ‘standart form’ untuk trasaksi bisnis
tersebut. Padahal., implikasi hukum transaksi bisnis yang satu dengan yang
lain tidak selalu sama, apalagi kalau rekan bisnisnya berlainan;
ketiga, adanya pandangan atau presepsi terhadap hukum yang berbeda, artinya
hukum tidak dianggap sebagai sesuatu yang dapat melindungi hak-haknya.
Pandangan ini sama dengan pandangan masyarakat Cina tradisional, Jepang
tradisional, dan Korea tradisional tentang hukum adalah berkaitan dengan
sesuatu yang kurang baik, sehingga mereka tidak suka ke pengadilan untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa hukum keperdataan. Satu daintara beberapa
nasihat mengenai (how to do buisness with the Japanese)adalah (don’t bring
lawyer in the first negotiation), karena mereka dapat salah mengira bahwa
calon rekan bisnisnya ingin mencari-cari kesalahan dan tidak mempercayainya
sebagai calon rekan bisnis6.

Namun, Eman Radjagukguk juga mengungkapkan bahwa:

Dalam perkembangannya kemudian para konsultan hukum atau advokat sudah
mulai diikutsertakan dalam penyusunankontrak sejak negosiasi berlangsung
atau bahkan sebelumnya. Peran mereka semakin penting sebagai akibat dari
semakinmaraknya perjanjian internasioanal di bidang perdagangan dan lain-
lain7.

Terkait dengan seringkali terjadinya kontrak-kontrak bermasalah, maka
penting dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas bisnis adalah perbutan hukum
dalam ranah hukum bisnis, kususnya hukum kontrak. Logika hukum bisnis
memahami bahwa dalam dunia bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis
dalam aktivitas bisnis, kontrak adalah instrumen penting yang merangkai hubungan
hukum dan mengamankan transaksi bisnis mereka. Jadi, kontrak dipahami sebagai
instrumen pengamanan hukum (legal cover) terhadap aktivitas bisnis, baik aktivitas
bisnis nasional maupun aktivitas bisnis internasional, karena dalam kontrak

6Erman Radjagukguk, Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik Indonesia,
dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak (memahami kontrak dalam
Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum), Mandar Maju, Bandung, h.3.

7Ibid.,



5

terkandung norma-norma hukum (pasal-pasal) konkrit dan individual yang
mengatur hak dan kewajiban para pihak sebgai refleksi dari kehendak (maksud dan
tujuan) para pihak yang membuat kontrak untuk memperoleh keuntungan (dalam
arti luas dan bermakna humanitis-komersial), yaitu jika keuntungan dimaksud
mempunyai karakteristik, sebagai berikut:

1. Mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mengarahkan aktivitas bisnis
sesuai dengan tujuan kodrati manusia yang bertaqwa,berkeadilan, dan
kasih sayang kepada sesama pelaku bisnis dan wrga masyarakat secara
keseluruhan;

2. Membolehkan pelaku bisnis mencari keuntungan sebagai laba yang
berpijak pada aspek manusia dan kemanusiaan, berwujud materi dan non
materi, digunakan untuk kepentingan pelaku bisnis dan warga masyarakat
secara keseluruhan, sebagai refleksi dari tanggung jawab kemanusiaan dan
spiritualitas atas laba berdasarkan sifat kasih sayang Tuhan8.

Kontrak sebagai instrumen hukum untuk memfasilitasi pertukaran hak dan
kewajiban diharapkan dapat berlangsung secara adil, pasti dan efisien, sesuai
dengan kesepakatan para pihak yang membuat kontrak. Aturan main pertukaran ini
menjadi otoritas (wewenang dan cakap menurut hukum) para pihak, kecuali dalam
batas-batas tertentu timbul intervensi, baik dari undang-undang yang bersifat
memaksa (norma-norma hukum positif-imperatif) maupun dari lembaga hukum
tertentu (dalam hal ini hakim lembaga peradilan). Namun, intervensi ini
sifatnyalebih ditunjukan untuk menjaga proses hukum pertukaran hak dan
kewajiban berlangsung secara adil, pasti dan efisien.

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum Jerman mengatakan:

Hukum adalah kehendak untuk bersikap adil. Hukum positif ada untuk
menunjukan nilai-nilai moral, khususnya keadilan. Menurut teori etis, hukum
semata-mata bertujuan keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita
yang etis tentang adil dan tidak. Oleh karena itu hukum bertujuan
mewujudkan keadilan9.

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi
masyarakat, oleh karena itu hukum harus dinamis dan sesuai dengan
perkembangan pada masa kini agar tercapai tujuan yang dimaksud yaitu
bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dalam
masyarakat yang lebih baik. Dalam perkembangannya, hukum didesak untuk dapat

8Muhammad Syaifuddin, Mengagas Hukum Humanistis-Komersil, Upaya
Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu atas Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, Bayumedia
Publishing, Malang, 2009, h.320.

9Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h. 103.
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mecapai dinamika kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang dapat
mewujudkan tujuan hukum. Demikian juga dalam bidang hukum perdata
khususnya terkait dengan perihal hukum kontrak. Perkembangan hukum kontrak
saat ini diwarnai dengan oleh makin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem
hukum besar, yaitu common law dan civil law. Contoh pengaruh common law
dalam kandungan subtansi New Burgelijk Wetboek atau selanjutnya disebut NBW
adalah:

Doktrin penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden.
Mengacu pada reformasi NBW di Belanda, maka dirasakan perlunya
Burgerlijk Werboek Indonesia untuk segera direvisi. Kandungan doktrin
penyalahgunaan keadaan ini telah membawa perkembangan hukum kontrak
Indonesia modern yang diakomodir dari common law system10.

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang perjanjian bahwa suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkandirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian mengatur para
pihak yangmengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian
mengandungsuatu prestasi yang diperjanjikan. Kreditur berhak atas prestasi yang
diperjanjikandan debitur wajib melaksanakan prestasi tersebut. Maka, objek dari
perjanjianadalah prestasi itu sendiri. Para pihak menentukan prestasinya dalam hak
dankewajiban mereka yang tertulus dalam klausula-klausulanya, yaitu aturan
tentangbagaimana para pihak menjalani hubungan hukum mereka untuk mencapai
visimisi bersama.“Para pihak dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru baik
yang dikenaldalam hukum perjanjian bernama dan yang isinya dapat pula
menyimpang dariperjanjian bernama yang diatur oleh Undang-Undang11”. Hal ini
mengacu pada asaskebebasan berkontrak (freedom of contract). Asas kebebasan
berkontrak tercermindari ketentuan pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang
menyatakan bahwa semuakontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya.Pasal 1338 Ayat (1) KUH
Perdata secara tegas menetapkan suatu perjanjianmempunyai daya kekuatan
mengikat sebagai undang-undang, bahkan berlakusebagai lex specialis terhadap
ketentuan umum yang berlaku dan mengikat parapihak yang menandatangani
kontrak tersebut. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdatajuga menujukkan bahwa hukum
perjanjian menganut sistem terbuka (openedsystem), “yaitu memberi kebebasan
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa

10Ibid., h.326.
11J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung,
1999, h.36.
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saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang,kesusilaan dan ketertiban umum12”.
Perjanjian juga harus mengacu padasyarat suatu perjanjian yang diatur dalam pasal
1320 KUHPerdata tentang syaratsah perjanjian.

Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat oleh siapa saja, asalkan memanuhi
syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Objek teretntu; dan
4. Causa yang halal.

Salah satu asas fundamental di dalam hukum perjanjian atau hukum
kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, asas ini merupakan asas yang bersifat
universal. Sejatinya, kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua
belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (bargaining position) yang
sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak.
Kenyataannya tidaklah begitu, dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak,
terutama pihak yang berada dalam posisi yang lebih kuat berusaha untuk merebut
dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak.
Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap
pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat
kontrak yang berat sebelah atau tidak adil. Padahal, keadilan dalam berkontrak
lebih termanifestasikan apabila pertukaran kepentinganpara pihak terdistribusi
sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Karena itu, harus
selalu diingat, bahwa penyusunan kontrak senantiasa bertolak dari sikap win-
win attitude, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, ”bahwa kontrak itu
sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Itulah sebabnya,
pangkal tolak ukur dari setiap kontrak sebenarnya adalah itikad baik, sekalipun
dalam penyusunannya boleh saja melibatkan taktik dan strategi13”.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat kesepkatan yang
merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya
kesepakatan para pihak, tidak terjadi kontrak. Akan tetapi, walaupun terjadi
kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa
kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa
disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian
tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian
tersebut.

12Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.3.
13Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak,

Grasindo, Jakarta, 2001, h.3.
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Cacat kehendak atau cacat kesepakatan adalah tidak sempurnanya kata
sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak ada
kata sepakat, akan tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasrakan kehendak
bebas. “Cacat kehendak ini terjadi pada saat fase prakontrak14”. Cacat kehendak
dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya yaitu:
a. Kekhilafan atau kesesatan;
b. Paksaan;
c. Penipuan; dan
d. Penyalahgunaan keadaan.

Tiga cacat kehendak pertama diatur dalam KUHPerdata dan seiring dengan
perkembangan hukum perdata dan praktik peradilan sebagiamana tercermin dari
yurisprudensi dikenal pula penyebab cacat kehendak keempat, yakni
penyalahgunaan keadaan (misbruik van omsndingheden). Pasal 1321 KUHPerdata
menyebutkan geene toesteming is van waarde, indien dezelve door dwaling is
gegeven, door geweld algeperst, af door bedrog verlvegen (tiada kesepakatan yang
memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena
paksaan atau penipuan). Cacat kehendak yang tercantum dalam pasal l32l KUH
perdata dinamakan cacat kehendak yang klasik. Selain cacat kehendak yang
dimaksud Pasal l32l KUHPerdata tersebut, di dalam praktik peradilan yang
tercermin dari yurisprudensi dikenal pula bentuk cacat kehendak yang keempat,
yakni penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden atauundue
influence). Dalam sistem common law, selain undue influence dikenal
pulaunconscionability, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan
yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para
pihak.Cacat kehendak yang terjadi akibat penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden) belum banyak diulas dalam beberapa literature.Doktrin
Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden) dikenal dengan doktrin
equality. Doktrin equality berkembang pada abad 19 (sembilan belas) yang
merupakan bagian dari perluasan power of equity bagi pengadilan untuk
mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan
posisi yang tidak seimbang diantara para pihak. Hubungan para pihak yang
tidakseimbang ini dinamakan Undue Influence. Seseorang di dalam suatu
perjanjiandipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan
penilaian(judgment) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat
mengambilputusan yang independen.

14Ridwan Khairandy 1, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Univesitas
Indonesia, Jakarta, 2004, h.217.



9

Asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian (beginsel der
contractsvrijheid). Setiap kata sepakat (consensus) yang terjadi diantara para pihak
akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi
para pihak yang menutup perjanjian (pacta sunt servanda). Oleh karena itu cacat
kehendak karena kesesatan atau kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan
penipuan (bedrog) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan
umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak.

Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan
permasalahan berupa adanya indikasi penyalahgunaan keadaan dalam
perjanjian. Penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata
maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Penyalahgunaan keadaan ini
merupakan doktrin yang justru bukan berasal dari civil law, seperti hukum
Belanda yang merupakan kiblat dari hukum perdata di Indonesia.

Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan
yurisprudensi, penyalahgunaan keadaan memiliki dua unsur yang harus dipenuhi
yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya
penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Pada perkembangannya doktrin ini
dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara-perkara yang didalamnya
terdapat kedudukan para pihak yang bersengketa tidak setara, Penyalahgunaan
keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh
suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (judgement) yang
bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan secara
independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak dalam
perjanjian memiliki kedudukan lebih tinggi, sedangkan pihak yang lain mempunyai
kedudukan yang lebih rendah. Pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi itu
mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lainnya yang lebih rendah.

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu hal baru yang belum diatur
pengaturannya secara jelas dalam perturan perundang-undangan, peneliti berusaha
mengkaji konsep penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden) sebagai
alasan pembatalan perjanjian dalam pekembangan hukum kontrak. Setelah itu,
hasilnya akan dianalisis untuk dapat mengetahui tolak ukur cacat kehendak yaitu
penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah karakteristik dari misbruik van omstandigheden dapat dikatakan
sebagai alasan cacat kehendak dalam perjanjian?

2. Apakah misbruik van omstandigheden dapat dijadikan sebagai alasan
pembatalan perjanjian dalam hukum perjanjian Indonesia ?
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1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1.3.1. Untuk mengetahui karakteristik dari penyalahgunaan keadaan

(misbruik van omstandigheden) dapat dikatakan sebagai alasan cacat
kehendak dalam perjanjian.

1.3.2. Untuk mengetahui apakah penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden) dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian
dalam hukum perjanjian di indonesia.

1.4. Manfaat Penlitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Memberikan wawasan hukum perkembangan hukum kontrak
mengenai tindak penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstadigheden).

b. Pembahasan dalam skripsi ini dihrapkan dapat menjadi referensi
dan informasi tambahan pengetahuan mengenai tindak
penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden) dalam
suatu perjanjian bagi para pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis
a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat

maupun praktisi hukum tentang tindak penyalahgunaan keadaan
(misbruik van omstadigheden).

b. Dapat djadikan gambaran bagi masyarakat umum agar lebih
berhati-hati dalam pembuat suatu kontrak perjanjian.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1.5.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan
untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang ada. Hasil
dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya
mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya
meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (law in
action). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah suatu
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proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi15”.

1.5.2 Metode Pendekatan
Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual
approach), pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari telaah tersebut
merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.
Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui ratio legis dan dasar
ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan
dasar ontologis suatu undang-undang sehingga mampu menangkap kandungan
filosofis yang ada di dalam undang-undang itu, “dalam melakukan penelitian pada
tingkat skripsi dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis
antara undang-undang dengan isu yang dihadapi16”.

Kemudian dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu menelaah
konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktin disiplin ilmu hukum.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dengan mempelajari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang
relevan dengan isu yang diteliti17”.

Pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang
ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah
pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan
sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah:
a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (BW).
3. Putusan Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

15Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group,Jakarta, h. 35.

16Hyronimus Rithi., Filsafat Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011,
h. 134-135.

17Ibid., h.136.
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“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan
dalam membangun argumentasi hukum18”. Beberapa bahan hukum
sekunder ialah:
1. Literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.
2. Makalah-makalah.
3. Jurnal ilmiah; dan
4. Bebarapa bahan hukum terkait dengan isu yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Contohnya adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum,
ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan

hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum
primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuaan hukum tetap. Bahan hukum sekunder
dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai
petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun
argumentasi hukum. Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder,juga dilakukan pengumpulan bahan hukum tersier untuk
menterjemahkan kata ataupun kalimat-kalimat yang berhubungan dengan skripsi.
Dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum ini akan dapat mempermudah
penulis dalam mengambil kesimpulan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis, dalam

menganalisis bahan hukum penulis menggunakan singkronasi dan penafsiran
dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan
preskriptif.

1.6 Pertangungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4
(empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan
ruanglingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini.
Adapun sistimatika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

18Ibid., h.135.
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BAB I : Pada Bab I berisi uaraian mengenai latar belakang yang
menggambarkan masalah hukum yang timbul sehubungan
dengan berkembangnya aturan hukum, kususnya aturan
mengenai hukum perjanjian atau kontrak.

BAB II : Pada Bab II Berisi uraian mengenaiPerjanjain atau Kontrak,
Asas-asas hukum perjanjian, Para pihak dalam perjanjian,
Syarat sahnya perjanjian, Jenis- jenis kontrak, danSifat dan
Sistem Hukum Kontrak.

BAB III : Pada Bab III berisi pembahasan mengenai karakteristik dari
tindakan penyalahgunaan keadaan dengan lebih dulu
mengutarakan berbagai ketentuan NBW, dan selanjutnya para
sub kedua tentang akibat tidakan penyalahgunaan keadaan
dengan lebih dulu mengutarakan berbagai ketentuan NBW
mengenai alasan-alasan untuk pembatalan suatu perjanjian
termasuk ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai cacat
kehendak keempat dalam perjanjian.

BAB IV : Pada Bab IV berisi berisi kesimpulan dan saran sehubungan
dengan judul dari skripsi ini.


